
SAL 


KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATENKARANGANYAR 


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANY AR 


NOMOR: 8 jPP.02.3-Kptj3313jKPU-KabjIXj2017 


TENTANG 


PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN 


PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018 


OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK 


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANY AR, 


Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 

13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota Menjadi 

".- Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 

94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, danj atau Walikota dan Wakil Walikota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis 

Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Karanganyar. .. 
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Mengingat 

Karanganyar Tahun 201.8 oleh Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik; 

1. 	 Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86­

92); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 

PeI'aturan-P~raturan Negara Tahun 1950 Halaman 

109-117); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

4. 	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lelnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

InC:onesia Nomor 5324) ; 

6. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pernerintahan Daerah (Lembal'an Negara Republik 

Indonesia ... 
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N 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 5679); 

7. 	 Undang-TJndang Hornor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara 

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5898); 

8. 	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

9. 	 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 

Komisi. .. 
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K'Jmisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupate~ljKota sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

37 Tahun 2008; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenjKota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenjKota; 

11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 

2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Kode Etik Fenyelenggara Pemilihan Umum; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum ProvinsijKomisi 

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 

Umumj Komisi Independen Pemilihan 

KabupatenjKota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1911); 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan... 
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Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danjatau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danj atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) 

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

15jKptsjKPUjTahun_2017 tentang Kode Klasifikasi 

Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan 

Kcmisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsij Komisi Independen Pemilihan Aceh dan 

Komisi Pemilihan Umumj Komisi Independen 

Pemilihan KabupatenjKota; 

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Karanganyar Nomor 2jPP.02.3-Kptj3313jKPU­

KabjIXj2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis 

Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati , Dan Wakil Bupati Karanganyar 

Tahun 2018; 

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Karanganyar Nomor 5jPL.02.3-Kptj3313jKPU­

KabjIXj2017 tentang Penetapan Jumlah Minimal 

Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat 

Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 

sebagaimana d:,ubah dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 

6/PL.03.2-Kptj 3313/KPU-KabjIXj20 17 tentang 

Perubahan at3.S Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten ... 
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Kabupaten Karanganyar Nomor 5/PL.02.3­

Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan 

Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara 

Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai 

Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 

Tahun 2018; 

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Karanganyar Nomor 112/PP.02.3­

BA/3313/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 27 September 2017 

tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 oleh 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KARANGANYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

KARANGANYAR TAHUN 2018 OLEH PARTAI POLITIK 

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK. 

Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 oleh 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan 

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 

2018 oleh Part'li Politik atau Gabungan Partai Politik 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KETIGA ... 
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LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR : jPP.02.3-Kptj3313jKPU-KabjIXj2017 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR 

TN-IUN 2018 OLEH PARTAI POLITIK ATAU 

GABUNGAN PARTAI POLITIK 

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN 


PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018 


OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK 


BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 

merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil 

Bupati Karanganyar secara demokratis berdasarkan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Sebagai penyelenggara Perililihan Bupati dan Wakil Bupati 

Karanganyar Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Karanganyar me:mpunyai tugas dan wewerl3.ng untuk menetapkan 

keputusan yang memuat prosedur dan mekal1isme pencalonan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karal1ganyar Tahun 2018 oleh Partai 

Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik. 

B. 	 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah : 

1. 	 memberikan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Karanganyar dan penyelenggara Pemilihan Bupab dan 

Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018, Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 ; 

2. 	memberikan... 
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2 . 	 memberikan pcdoman teknis bagi Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik . yang ingin mengajukan Pasangan Calon dalam 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018; 

3. 	 memberikan informasi kepada masyarakat dan segenap pemangku 

kepentingan tentang mekanisme dan prosedur pencalonan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 oleh Partai Politik 

atau Gabungan Partai Poli tik. 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Keputusan ini merupakan pedoman teknis yang 

berkaitan dengan proses Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Karanganyar Tahun 2018, terdiri dari: 

1. 	 Persyaratan Calon dan Pencalonan 

2. 	 Pendaftaran Pasangan Calon 

3. 	 Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon 

4. 	 Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon 

5. 	 Penggantian Calon 

6. 	 Larangan dan Sanksi 

7 . 	 Tanggapan Masyarakat 

8. 	 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 

9. 	 Ketentuan Lain-lain 

D. PENGERTIAN UMUM 

1. 	 Pemilihan Bupati dan Wakil 'Bupati Karanganyar Tahun 2018, 

selanjutnya disebut Pilbup Karanganyc:..r 2018, adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Karanganyar untuk memilih 

Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar secara langsung dan 

demokratis . 

2. 	 Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut 

Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden yang diselenggarakan pada Tahun 2014 di Kabupaten 

Karanganyar. 

3 . 	 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat 

KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang­

Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam 

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar
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penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur 

dal3.m undang-undang pemilihan. 

4. 	 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut 

KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum 

sebagaimana dimaks'..ld dalam Undang-Undang Pemilihan Umum 

yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam undang-undang pemilihan. 

5. 	 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, selanjutnya 

disebut KPU Karanganyar, adalah lembaga penyelenggara pemilihan 

umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan 

Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 

2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang 

pemilihan. 

6. 	 Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU Karanganyar untuk 

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan. 

7. 	 Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya' disingkat PPS, adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU Karanganyar untuk 

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan. 

8. 	 Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu 

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas 

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang 

diberikan tugas dan wewenan~ dalam pengawasan penyelenggaraan 

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang­

Undang Pemilihan. 

9. 	 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, 

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga 

penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasl 

penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana 

dimak~ud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenru 

Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam 

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Guhernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang­

Undang Pemilihan. 
jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar



- 11 ­

10. 	Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karanganyar, selanjutnya 

disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh 

Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan 

Pemilihan di wiIayah Kabupaten Karanganyar. 

11. 	Partai Politik adalah Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang mencalonkan 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018. 

12. 	Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partill 

Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Tahun 2014 yang sccara bersama-sama bersepakat 

mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Karanganyar Tahun 2018. 

13. 	Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan 

Sekretaris Jenderal Fartai Politik Tingkat Pusat atau dengan sebutan 

lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah 

Tangga (ART) Partai Politi~-( yang bersangkutan. 

14. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten adalah 

Ketua dan Sekretaris Partq.i Politik atau para Ketua dan para 

Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten 

atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan 

Anggaran Rumah Tangga (ART) ' Partill Politik yang bersangkutan. 

15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon 

bersama-sama dengan Partill Politik atau Gabungan Partai Politik 

yang mengusulkan Pasangan Calon baik tingkat Kabupaten maupun 

Kecamatan yang didaftarkan ke KPU Karanganyar. 

16. 	Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupai! Karanganyar 

selanjutnya disebut Bakal Paslon, adalah Warga Negara Republik 

Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik dan/ atau Gabungan 

Part8i Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar 

kepada KPU Karanganyar untuk mengikuti Pilbup Karanganyar 

2018. 

17. 	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang 

selanjutnya disebut PasIon, adalah Bakal PasIon yang telah 

memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Karanganyar 

2018 oleh KPU Karanganyar. 
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18. 	Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat. 

19. 	Mantan terpidcma adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, 

dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif 

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum dan hak asasi manusia. 

20. 	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan 

hak asasi manusia. 

21. 	Hari adalah hari kalender. 

E. AS AS PENYELENGGARA 

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan, penyelenggara Pilbup 

Karanganyar 2018 harus berpedaman pada asas : 

1. 	 mandiri; 

2. 	 jujur; 

3. adil; 

4. kepastian hukum; 

5. tertib; 

6. kepentingan umum; 

7. keterbukaan; 

8. proporsionalitas; 

9. profesionalitas; 

10. akuntabilitas; 


1l. efisiensi; 


12. 	 efektivitas; dan 

13. 	 aksesibilitas . 

F. 	 PESERTA PILBUP KARANGANYAR '2018 

Peserta Pilbup Karcmganyar 2018 adalah : 

1. 	 PasIon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup 

Karanganyar 2018; danl atau 

2. 	PasIon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi 

syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Karanganyar 2018. 

BAB II ... 
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BAB II 

PERSYA.RATAN CALON DAN PENCALONAN 

A. PERSYARATAN CALON 

1. 	 Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bl.lpati dan Wlilkil 

Bupati Karanganyar Tahun 2018, dengan memenuhi persyaratan 

sebagai oerikut : 

a. 	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. 	setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. 	 berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau 

sederajat; 

d. 	berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 

penetapan PasIon; 

e. 	 mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan 

narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh 

dari tim dokter yang terdiri dari dokter, a'hli psikologi dan Badan 

Narkotika Nasional (BNN). 

f. 	 tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuata:1 hukum tetap, terpidana karena 

kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, 

terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara 

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 

bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara; 

g. 	 bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa 

pemidanaannya secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara 

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan 

sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan 

terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling 

singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran; 

h. 	bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana 

kejahatan seksual terhadap anak; 

1. 	 tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

J. 	 tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 

k. 	menyerahkan daftar kekayaan pribadi; 

1. tidak... 
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1. 	 tidak sedang memiliki tanggungan u tang secara perseorangan 

danj atau secara badan hukem yang rnenjadi tanggung jawabnya 

yang merugikan keua.ngan negara; 

m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

n. 	memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak 

pribadi; 

o. 	 belum pernah menjabat sebagai Bupatij Walikota atau Wakil 

BupatijWakil Walikota, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam 

jabatan yang sarna untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, 

dengan ketentuan: 

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan 

jumlah pelantikan dalarn jabatan yang sarna, yaitu masa 

jabatan pertama selama ;) (lima) tahun penuh dan masa 

j8batan kedua paling singkat selama 2 1;'2 (dua setengah) tahun, 

dan sebaliknya; 

2) jabatan yang sarna sebagaimana dimaksud pada angka 1 

(satu), adalah jabatan Bup·atijWalikota dengan 

BupatijWalikota dan jabatan Wakil BupatijWakil Walikota 

dengan Wakil Bupatij Wakil Walikota; 

3) 2 (dua) kali masa jabatan dalarn jabatan yang sarna, meliputi: 

a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sarna; 

b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sarna tidak berturut­

turut;atau 

c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sarna di daerah yang 

sarna atau di daerah yang berbeda; 

4) penghitungan 5 (lima) tah1.ln masa jabatan atau 2 Ih (dua 

setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 (satu), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai 

dengan akhir masa jabatan BupatijWalikota dan Wakil Bupatij 

Wakil Walikota yang bersangkutan; 

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai 

dengan angka 4), berlaku untuk: 

a) jabatan BupatifWalikota dan Wakil BupatifWakil Walikota 

yang, c\ipillh secar2, lang,sung, me\a\ui Pemilihan, dan yang, 

diang,kat oleh Dewa.n Perwakilan Rakyat Daerah 

Raoupaten IRota·, 

OJ ~aoatan ... 
jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar
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b) 	 jabatan BupatijWalikota dan Wakil BupatijWakil Walikota 

karena perubahan nama Kabupaten j Kota. 

p. 	belum pernah menjabat sebagai : 

1) Gubernur, Wakil Gubernur, bagi Calon Bupati dan Wakil 

Bupati di daerah yang sama; a~au 

2) Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama ; 

q. 	 berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi 

Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang 

mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Karanganyar 

dari kabupatenjkota lain; 

r. 	 menyatakan ~ecara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan 

negan;!. selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati 

Karanganyar yang mencalonkan diri cialam Pilbup Karanganyar 

2018; 

s. 	 tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau 

Penjabat Walikota; 

t. 	 menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon; 

u. 	menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota 

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pegawai Negeri Sipil, dan LurahjKepala Desa sejak ditetapkan 

sebagai calon; 

v. 	 berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak 

ditetapkan sebagai calon; atau 

w. 	berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU ProvinsijKIP Aceh, KPU jKIP 

KabupatenjKota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas 

KabupatenjKota sebelum pembentukan PPK dan PPS. 

2. 	 Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi 

penyandang dis&bilitas; 

B. 	 PERSYARATAN PENCALONAN 

1. 	 KPU Karanganyar menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU 

Karanganyar sebelum pengumuman pendaitaran PasIon. 

2. Persyaratan ... 
jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar
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2. 	Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik harus memenuhi perolehan paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Karanganyar atau 25% 

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam 

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. 

3. 	Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan 

Bakal PasIon mc:nggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% 

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, 

ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh 

kursi di DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. 

4. 	KPU Karanganyar menghitung syarat pencalonan sebagaimana 

dimaksud pada angka 2 (dua), dengan rumus : 

a) Syarat pencalonan = jOJmlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 atau 45 kursi x 20/ 100 = 9 

Kursi; dan 

b) 	 Syarat pencalonan = jumlah suara sah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 utau 513.191 ( lima 

ratus tiga belas ribu seratLls Sembilan puluh satu) x 25/100 = 

128.298 (seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh 

delapan). 

50 	 Keputus20n KPU Karanganyar ten tang Persyar9..tan Pencalonan Untuk 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, didasarkan pada 

Keputusan KPU Karanganyar Nomor 49/Kpts/KPU-Kab­

012.329506/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota 

DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2014 dan 

Keputusan KPU Karanganyar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab­

012.329506/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik 

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. 

6. 	Salinan Keputusan KPU Karanganyar tentang Persyaratan Pencalonan 

untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disampaikan kepada 

Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar, Pimpinan Partai Politik 

Tingkat Kabupaten Karanganyar dan Panwaslu Kabupaten. 

7. Partai ... jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar
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7. 	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 

1 (satu) Bakal Faslon. 

8. 	Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk 

membentuk gabungun dalam mendaftarkan Bakal PasIon, yang 

kesepakatannya ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai 

Politik. 

9. 	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan 

dengan Bakal PasIon untuk didaftarkan mengikuti Pilbup Karanganyar 

2018, dan kesepakatannya ditandatangani oleh Pimpinan Partai 

Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung 

dan Bakal PasIon. 

10. 	 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan 

Bakal PasIon kepada KPU Karanganyar, tidak dapat menarik 

dukungannya sejak pendaftaran . 

11. Dalam hal Partai Politik aLau Gabungan Partai Politik menarik 

dukungan danl atau menarik Bakal Calon danl atau Bakal PasIon yang 

telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut 

dianggap tetap mendukun§; Sakal PasIon yang bersangkutan dan tidak 

dapat mengusulkan Bakal Calon atau Sakal PasIon pengganti. 

12 . Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan 

telah didaftarkan kepada KPU Karanganyar, tidak dapat 

mengundurkan diri sejak pendaftaran. 

13. 	 Dalam hal Bakal Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan 

Bakal calon danl atau Bakal PasIon pengganti dan pencalonannya 

dinyatakan gugur. 

BA.B HI. .. 

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar
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SAB III 


PENDAFTARAN SAKAL PASANGAN CALON 


A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN 


1. 	 KPU Karanganyar rnenerirna dari KPU IKPU Provinsi salinan keputusan 

terakhir Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan 

salinan keputusan tercL<hir Pirnpinan Partai Politik tingkat Pusatl 

Partai Politik tingkat Provinsi tcntang kepengurusan Partai Politik 

tingkat Kabupaten Karanganyar sebelurn rnasa pendaftaran PasIon. 

2. 	 Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dapat 

dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir rnasa 

pendaftaran Sakal PasIon, kecuali perubahan tersebut disebabkan 

karena: 

a. 	 terdapat pengurus yang rneninggal dunia, atau berhalangan tetap, 

yang dibuktikan dengan surat kernatian, atau surat keterangan 

yang rnenunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; 

atau 

b. 	 terjadi pernberhentian pengurus sebagai' akibat pengarnbiialihan 

kewenangan Partai Politik tingkat Daerah Kabupaten Karanganyar 

oleh Pengurlls Partai Politik tingkat Pusat dalarn pendaftaran 

Pasangan Calon. 

3. 	 Partai Politik yang tidak rnenyarnpaikan salinan keputusan tentang 

kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten, tidak dapat 

rnendaftarkan PasIon. 

4. 	 Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan 

tingkat Kabupaten Karanganyar, rnenjadi pedornan bagi KPU 

Karanganyar dalam penerirnaan pendaftaran Sakal PasIon. 

5. 	 Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan 

Partai politik tingkat pusat rnasih dalam proses penyelesaian sengketa 

eli pengadilan, KPU Karanganyar rnenerirna pendaftaran Sakal PasIon 

berdasarkan keputusan terakhir dari Mentcri tentang penetapan 

kepengurusan Partai politik. 

6. 	 KPU Karanganyar rnengurnllrnkan pendaftaran Sakal PasIon rnelalui 

media rnassa danl atau papan pengurnurnan danl atau laman KPU 

Karanganyar selarrla 7 (tujuh) tari. 

7. Dalam... 
jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar
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7. 	 Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal PasIon dicantumkan : 

a. 	 Keputusan KPU Karanganyar tentang Penetapan Jumlah Kursi dan 

Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan 

dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018; 

b. 	 waktu penyerahan dokumen; 

c. 	 tempat pendaftaran. 

8. 	 Masa pendaftaran Bakal PasIon selama 3 (tiga) hari, dengan jadwal 

sebagai berikut: 

a. 	 hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 

08.00 WIB sampai dengar. pukul 16 .00 WIB; dan 

b. 	 hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai 

dengan pukul 24.00 WIB. 

9. 	 Partai Politik atau Gabungan P8.rtai Politik tingkat Kabupaten 

Karanganyar mendaftarkan Bakal PasIon kepada KPU Karanganyar 

selama masa pendaftaran. 

10. 	 Dalam hal pendaftaran Bakal PasIon dari Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat 

Kabupaten Karanganyar, pendaftaran Bakal PasIon yang telah disetujui 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat dapat 

dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat 

Pusat. 

11. 	 Dalam mendaftarkan Bakal PasIon, Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik wajib memenuhi persyaratan : 

a. 	 Syarat paling sedikit perolehan ku!"si atau perolehan suara sah; 

b. 	 menyertakan do:<:umen syarat calon; 

c. 	 menyertakan surat persetujuan PasIon yang ditandatangani oleh 

Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat; 

d. 	 dalam hal plmpman Partai Politik tingkat pusat berhalangan 

menandG'_tangani surat persetujuan PasIon, surat persetujuan 

ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat Pusat yang 

memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan 

keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang 

bersangkutan; 

e. 	 menyertakan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat 

mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat 

Kabupaten dalam pendaftaran Bakal PasIon, bagi Bakal PasIon 

yang... 
jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar
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yang pendaftarannya dilakukan pengurus Partai Politik tingkat 

Pusat; 

f. 	 menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat 

tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten; dan 

g. 	 menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk 

mengikuti proses Pilbup Karanganyar 2018. 

12. 	 Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal PasIon 

wajib hadir pada saat pendaftaran. 

13. 	 Dalarn mendaftarkan Bakal PasIon, Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik atau Tim Bakal PasIon memasukkan data Bakal PasIon dan data 

dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Sistem 

Informasi Pencalonan. 

14. 	 Dalarn hal pengurus Partai Politik ata.u Gabungan Partai Politik atau 

salah seorang Bakal Calon atau Bakal PasIon tidak dapat hadir pada 

saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau 

Bakal Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali 

ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh· halangan yang dapat 

dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. 

15. 	 Partai Politik ata.u Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal 

PasIon, yang secara kumu1atif tidak memenuhi persyaratan 

pencalonan, KPU Karanganyar menyatav.an tidak menerima 

pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan 

mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan. 

16. 	 Dalarn menerima pendaftaran Bakal PasIon, KPU Karanganyar 

bertugas: 

a. 	menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon 

yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; 

b. 	meneliti pemenuhan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan 

jumlah kursi atau jumlah suara sah; 

c. 	 meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu : 

1) 	 keabsahan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Bakal 

PasIon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat 

Pu~.at dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang 

diterima dari KPU; 

2) 	keabsahan ... jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar
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2) keabsahan Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat 

Kabupaten; 

3) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan 

kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar. 

17. 	 berdasarkan hasil verifikasi p'::rsyaratan pencalonan dan syarat calon, 

KPU Karanganyar mencatat penerimaan dokumen persyaratan 

pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran 

formulir Model TT.1-KWK yang berisi : 

a. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan 

Bakal PasIon; 

b. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat 

danfatau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten; 

c. 	nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat 

tentang persetujuan Baksl PasIon yang diusulkan oleh pengurus 

Partai Politik tingka~ Kabupaten Karanga:1yar, yang ditandatangani 

oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan 

Partai Politik tingkat Pusat; 

d. hari, tanggal, dan waktu penenmaan dokumen persyaratan 

pencalonan dan persyaratan calon; 

e. 	alamat dan nomor telepon Bakal PasIon, alamat dan nomor telepon 

kantor Pimpinan Partai Politik 'atau masing-masing kantor Pimpinan 

Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal PasIon; dan 

f. 	 jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan 

dan persyaratan calon. 

18. 	 menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan 

Kecamatan; 

19. 	 memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal PasIon; 

20 . memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani 

dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang ditunjuk 

oleh KPU Karanganyar kepada Bakal PasIon. 

21. 	 Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan 

Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik 

tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal PasIon, KPU Karanganyar 

menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari 

Gabungan ... 
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Gabungan Partai Politik pengusul Bakal PasIon dan mencatatnya 

dalam Berita Acara. 

22. 	 KPU Karanganyar mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang tidak 

melampirkan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang 

persetujuan bakal pasIon dalam dokumen persyaratan pencalonan, 

dibubuhi paraf petugas pendaftaran dan salah satu Partai Politik 

pengusul serta disaksikan Panwas Kabupaten dan dituangkan dalam 

Berita Acara. 

23. 	 KPU Karanganyar menerima pendaftaran Bakal PasIon dari Gabungan 

Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan 

menuangkan dalam Berita Acara. 

B. 	 DOKUMEN PERSYARATAN PENCAL00!AN DAN PERSYARATAN CALON 

1. 	 Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan 

oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang wajib disampaikan 

kepada KPU Karanganyar terdiri atas : 

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik 

atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung di tingkat 

Kabupaten Karanganyar menggunakan formulir Model B-KWK 

Parpol beserta lampirannya; 

b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti 

pemenuhan persyaratan Calon menggunakan Formulir Model 

BB.1-KWK; 

c. surat pernyataan Formulir Model BB.I-KWK dilengkapi dengan 

keputusan pemberhenticn dari pejabat berwenang bagi Calon yang 

berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU /KIP 

Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas 

Kabupaten/Kota; 

d. Surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana 

karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana 

dalam penjara, dilengkapi dengan : 

1) surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari 

pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 

tinggal calon; 

2 surat... 
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2) 	 surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) 

atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri 

yang menjatuhkan putusan; atau 

3) 	 bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani 

pidana dalam pcnjara wajib menyerahkan : 

a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau 

nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah 

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik 

sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam 

penjara disertai dengan buktinya; 

b) 	 salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap; dan 

c) 	 surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa 

terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap; 

e. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah 

selesai menjalani masa pemidaEaannya, secara kumulatif, wajib 

memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 

publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali 

bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa 

pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal 

pendaftaran, wajib menyerahkan : 

1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional 

yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan 

mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana 

dengan disertai buktinya; 

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang 

bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang 

dari Kepolisian Resor. 

3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana dari kepala 

lembaga permasyarakatan; 

4) 	 surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan 

bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala 

lembaga pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat 

pembebasan .. . 
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pembeba3an bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang 

bebas; dan 

5) Putusan pengadilan yang Lelah berkekuatan hukum tetap. 

f. 	 surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 

tinggal Calon; 

g. 	 surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal 

Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang 

dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya 

meliputi tempat tinggal Bakal cajon yang bersangkutan; 

h. 	 surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan 

penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa 

laporan harta kekayaan penyelenggara negara; 

1. 	 surat keterangan tidak s~dang memiliki tanggungan hutang secara 

pers( orangan danl atau secara badan !1.ukum yang menjadi 

tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari 

pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

Calon; 

J. 	 surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan 

put.usan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 

hukumnya meliputi tempat tinggal calon; 

k. 	 fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, 

tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, 

untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib 

pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan 

terdaftar; 

l. 	 keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat 

Bupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai 

penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau Penjabat Walikota; 

m. 	daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon 

dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai 

Politik, dengan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK; 

n. 	 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 

o. fotokopi ... 
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o. fotokopi IjazahjSurat Tanda Tamat Belajar (SITB) Sekolah Lanjuta 

Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh 

instansi yang berwenang; 

p. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada 

Rencana Pembangunan .Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten 

Karanganyar yang ditandatangani Bakal PasIon; 

q. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten danjatau 

kecamatan; dan 

r. pasfoto terbaru rr.asing-masing calon ukuran 4 (empat) 

centimenter x 6 (enam) centimenter berwarna sebanyak 4 (empat) 

lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto 

Calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dual centimenter x 15,2 (lima 

belas koma dual centimenter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) 

lembar beserta sojtcopy; 

2. 	 Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda 

tangan aslijbasah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik 

yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan 

surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah. 

3. 	 Surat pernyataan dalam formulir Model BB .1-KWK dilengkapi : 

a. 	 surat pengajuan pengundur,an diri bagi Calon yang berstatus 

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan 

Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain; 

b. 	 surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau 

sebutan lainnya; 

c. 	 surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara 

atau Badan Usaha Milik Daerah; 

d. 	 surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil 

bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat 

Bupati, atau Penjabat Walikota; 

e . 	 tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat 

pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan 

f SlWgt 
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f. 	 surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan 

berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c 

dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; 

yang disampaikan kepada KPU Karanganya:- paling lambat 5 (lima) 

hari sejak ditetapkan sebagai calon. 

4. 	 Pasangan calon menyampaikan salinan Forrnulir Model BB .1-KWK 

yang telah diisi dan ditandatangani kepada : 

a. Panwas Kabupaten; 

b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan 

c. 	Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri. 

5. 	 Lampiran surat pencalonan untuk Bakal PasIon dari Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik, meliputi : 

a. 	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan 

Bakal PasIon menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol; 

b. 	surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung 

untuk mengusulkan Bakal PasIon menggunakan Formulir Model B.2­

KWK Parpol; 

c. 	surat pernyataan kesepakatan antara Partcii Politik atau Gabungan 

Partai Politik dengan Bakal PasIon untuk mengikuti proses Pilbup 

Karanganyar 201B menggunakan Formulir Model B.3-KWK Parpol; 

d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan 

program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karanganyar, 

ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik menggunakan Formulir Model BA-KWK Parpol; dan 

e. 	dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud 

dalam angka 1 . 

6. 	 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim 

Kampanye pada saat pendaftaran Bakal PasIon. 

7. 	 Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan 

KPU tentang Kampanye Pemilihan dan Keputusan KPU Karanganyar 

tentang Pedoman Teknis Kampanye Pilbup Karanganyar 20 lB. 

B. 	 Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan 

ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal PasIon dan 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. 

9. Surat... 
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9. SUrat pencalonan beserta cl.okumen administrasi Bakal Calon 

sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, 

meliputi : 

a. 1 (satu) rangkap asli; dan 

b. 1 (satu) rangkap salinan. 

I . 
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BABIV 


PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN 


DAN PERSYARATAN CALON 


A. 	 PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON 

1. 	 KPU Karanganyar menerima Keputusan KPU tentang standar 

pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan 

narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani. 

2. 	KPU Karanganyar berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan 

Psikologi Indonesia lHimpsi) tingkat KabupatenjProvinsi untuk 

membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas : 

a. 	dokter; 

b. 	ahli psikologi; dan 

c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, 


yang dapat berasal dari Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, 


Himpunan Psikologi Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional. 


3 . 	Tim pemeriksa terdiri atas ketua, yang dipilih dari anggota tim dan 

anggota. 

4. 	KPU Karanganyar menyampaikan: 

a. 	 standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani , dan bebas 

penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan; dan 

b. 	 standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan 

Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang 

mengusulkan Bakal PasIon. 

5. 	 KPU Karanganyar menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah 

berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia tingkat Kabupaten 

Karanganyar dengan Keputusan KPU Karanganyar. 

6 . 	KPU Karanganyar menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang 

ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai 

Politik yang mengusulkan Bakal PasIon untuk melakukan pemeriksaan 

kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika. 

7. 	Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan 

kesimpulan yang menyatakan: 

a. 	calon mampu atau tidak marnpu secarajasmani dan rohani; dan 

b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, 


yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan. 


8. Tim ... 
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8. 	Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan 

dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon kepada 

KPU Karanganyar, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon . 

9. 	 Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan 

tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding. 

10. KPU Karanganyar melakukan penelitian persyaratan administrasi 

terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan 

dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari, dituangkan dalam 

formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya. 

11. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi 

penelitian terhadap : 

a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik 

yang bergabung; 

b. tanda tangan Bakal PasIon; 

c. materai; dan 

d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini. 

12. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah 

lanjutan tingkat atas, Bakal PasIon wajib menyel'takan: 

a. 	 fotokopi ijazah pergu.ruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi 

oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan; 

b. 	 legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau 

swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta 

tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan 

c. 	 legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi 

Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah 

perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta 

tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi. 

13. 	Dalam hal sekolah tidak beroperasl lagi atau telah bergabung dengan 

sekolah lain, fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal 

Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan 

kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan 

agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri. 

14. 	Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang 

bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib 

menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat 

Belajar (S11B) dari sekolah bersangkutan. 

15. Dalam... 
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15. Dalam hal ijazahjSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang 

bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat 

Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib 

menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh 

instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan 

atau pendidikan agama di kabupatenjkota tempat sekolah dimaksud 

pernah berdiri. 

16. 	Pengesahan fotokopi ijazahjSurat' Tanda Tamat Belajar (STTB) yang 

diperoleh dari sekolah luar negen dilakukan oleh kepala sekolah yang 

bersangkutan danj atau instansi yang menyelenggarakan urusan 

pendidikan . 

17. 	Pengesahan fotokopi ijazahj Surat Tanda Tamat Belajar (S11B) yang 

diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional 

dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan danjatau instansi 

yang menyelenggarakan urusan pendidikan. 

18. 	Pengesahan fotokopi ijazahjSurat Tanda Tamat Belajar (S11B) yang 

diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang di instansi yang menyelenggarakan lirusan pendidikan. 

19. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi ditemukan 

catatan masalah hukum dalam surat keterangan catatan kepolisian, 

KPU Karanganyar melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan 

Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkckuatan 

hukum tetap. 

20. 	Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU 

Karanganyar melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk 

memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan : 

a. pernah dipidana penjara; atau 

b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

sebelum jadwal peJ."1daftaran. 

21. 	Dalam hal terdapat keraguan danj atau masukan dari masyarakat 

terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan danjatau 

persyaratan calon, KPU Karanganyar dapat melakukan klarifikasi 

kepada instansi yang berwenang. 

22. 	KPU Karanganyar dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi 

dalam berita acara. 

23. 	KPU Karanganyar menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal PasIon 

dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno 

terbuka... 
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terbuka dan rnengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah 

verifika$i. 

24. 	Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan 

pencalonan dan/ atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap 

dan/ atau belum memenuhi syarat dan/ atau tidak memenuhi syarat, 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk 

melengkapi dan/ atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari 

sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Karanganyar. 

25. 	Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi Bakal Calon atau 

Bakal PasIon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan 

jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika. 

26. 	Dalam hal Bakal Calon atau Bakal PasIon dinyatakan tidak memenuhi 

syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/ atau bebas penyalahgunaan 

narkotika, Bakal Calon atau Bakal PasIon yang bersangkutan dapat 

diganti dengan Bakal Calon atau Bakal PasIon baru. 

27. 	Penggantian Bakal Calon atau Bakal PasIon dilakukan pada masa 

perbaikan. 

B. 	 PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON 

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/ atau Bakal PasIon 

melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan 

kepada KPU Karanganyar pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari 

setelah pemberitahuan hasil verifikasi. 

2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap 

dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/ atau belum memenuhi 

syarat dan/ atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi. 

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan 

dukungannya kepada Bakal PasIon lain yang diajukan oleh Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi 

persyaratan pencalonan dan/ atau syarat Calon. 

C. 	 PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN 

PERSYARATAN CALON 

1. KPU 	Karanganyar melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan 

calon paling lam.3. '1 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan. 

2. Verifikasi perbaikan persyaratan calon tidak dilakukan terhadap berkas 

persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, 

J' 
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kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan 

tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor 

yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan 

uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan. 

3. Rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditindaklanjuti oleh KPU 

Karanganyar dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang 

berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik yang mengusulkan Bakal PasIon. 

4. Hasil verifikasi perbaikan persyaratan Calon dituangkan dalam formulir 

Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya. 

5. KPU 	 Karanganya.r mengumumkan kepada masyarakat dan 

menyampaikan hasil verifikasi perbaikan kepada Pimpinan Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik. 

6. Dalam .hal hasil verifikasi perbaikan Bakal PasIon dinyatakan belum 

lengkap dan/ atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal PasIon tidak 

melengkapi dokumen administrasi persyaratan Bakal PasIon sampai 

batas akhir masa perbaikan, Bakal PasIon dinyatakan tidak memenuhi 

syarat. 

7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon 

dan Bakal Paslonnya berhulangan tetap, dan tidak mengajukan bakal 

Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. 

8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan 

susunan kepengurusan yang baru, KPU Karanganyar melakukan 

klarifikasi kepada kepengurusan P~rtai Politik setingkat di atasnya atau 

yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat 

tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga 

(ART) Partai Politik. 

9. KPU 	 Karanganyar meneliti keabsahan dokumen kepengurusan 

berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8. 

BABV ... 
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BABV 


PENETAPAN. DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON 


1. 	 KPU Karanganyar menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, 

persyaratan Bakal CaIon, penetapan PasIon peserta Pilbup Karanganyar 

2018 pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara 

Penetapan PasIon. 

2. 	 Berdasarkan Berita Acara Penetapan PasIon , KPU Karanganyar 

menetapkan PasIon Peserta Pilbup Karanganyar 2018 dengan Keputusan 

KPU Karanganyar. 

3. 	 KPU Karanganyar mengumumkan hasil penetapan PasIon Peserta Pilbup 

Karanganyar 2018 dalam rapat pIeno terbuka. 

4. 	 Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota 

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 

Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang 

berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Petwakilan Rakyat Daerah, 

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Karanganyar paling Iambat 30 (tiga 

puluh) hari sebelum hari pemungutan. 

5. 	 Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil 

Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain wajib menyampaikan 

keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, 

Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Karanganyar paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. 

6. 	 Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, 

atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai 

Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Karanganyar paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sebelum hari pemungutan. 

7. 	 Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan 

keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan 

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU 

Karanganyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan 

suara. 

8. Calon ... 
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8. 	 Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada 

angka 4, angka 5 d;:1.n angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa 

pengunduran diri sedang dalam p~oses, dinyatakan tidak memenuhi 

syarat. 

9. 	 Partai Politlk atau Gabungan Parlai Politik yang calonnya dinyatakan tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat 

mengajukan Calon Pengganti. 

10. KPU Karanganyar melakukan pengundian nomor urut PasIon yang telah 

ditetapkan sebagai peserta Pilbup Karanganyar 2018 dalam rapat pleno 

terbuka. 

11. Rapat pleno KPU Karanganyar tentang pengundian nomor urut PasIon, 

dihadiri oleh : 

a . 	 PasIon; 

b. 	 wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan 

PasIon; 

c. 	 Tim Kampanye; 

d. 	 Panwas Kabupaten; 

e. 	 media massa; dan 

f. 	 tokoh masyarMat. 

12. PasIon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut PasIon. 

13. Bagi calon atau PasIon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan 

menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, 

pengambilan nomor urut dan penandatangana...l pada rancangan daftar 

PasIon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye. 

14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa 

surat mandat tertulis dari PasIon. 

15. KPU Karanganyar mengumumkan hasil pengundian nomor urut PasIon 

Peserta Pilbup Karanganyar 2018. 

16. Nama lengkap PasIon pada daftar PasIon dan surat suara, harus sesuai 

dengan nama PasIon yang tercantum dalam KTP Elektronik PasIon yang 

bersangkutan. 

17. KPU Karanganyar menyusun nomor urut dan nama PasIon dalam Daftar 

PasIon. 

18. Penyusunan Daftar PasIon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan 

Nomor Urut dan Daftar PasIon . 

19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar PasIon ditetapkan dengan Keputusan 

KPU Karanganyar. 

20. 	KPU ... 
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20. KPU Karanganyar mengumumkan nama dan nomor urut PasIon yang telah 

ditetapkan sebagai P~serta Pilbup Karanganyar 2018 paling lama 2 (dua) 

hari sejak penetapan nomor urut PasIon. 

21. Penetapan dan pengumuman PasIon Peserta Pilbup Karanganyar 2018 

bersifat final dan mengikat. 

22. Nomor urut dan daftar nama PasIon peserta Pilbup Karanganyar 2018 yang 

ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk : 

a. 	mencetak surat suara; 

b. 	keperluan kampanye; dan 

c. 	dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan 

suara. 

23. PasIon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadijpejabat negara 

hasil penelitian danjatau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi 

kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan 

suara, dengan difasilitasi oleh KPU Karanganyar. 

24. Dalam hal PasIon berhclangan untuk mengumumkan laporan harta 

kekayaan pribadijpejabat negara, PasIon dapat memberikan surat kuasa 

kepada KPU Karanganyar untuk mengumumkan.. 

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan 

PasIon danj atau salah seorang calon dari PasIon setelah penetapan PasIon 

Peserta Pilbup Karanganyar 2018. 

26. PasIon danjatau salah seorang dari PasIon dilarang mengundurkan diri 
.. ~-

terhitung sejak ditetapkan sebagai PasIon Peserta Pilbup Karanganyar 

2018 oleh KPU Karanganyar. 

27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik PasIon danjatau 

PasIon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

tidak dapat mengusulkan PasIon penggan ti. 

28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik PasIon danjatau 

PasIon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup 

Karanganyar 2018, dan diberitahukan kepada PasIon dengan tembusan 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada 

masyarakat. 

29. PasIon yang dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Karanganyar 2018 

tidak mengubah nomor urut Pas~on lain yang telah ditetapkan. 

BAB VI... 
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BAB VI 

PENGGANTIAN CALON 

1. 	 Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik, dalam hal: 

a. 	dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan; 

b. 	berhalangan tetap, meliputi ke8daan : 

1) meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari 

lurahjkepala desa ata'..l camat setempat ; atau 

2) 	 tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan 

dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; atau 

c. 	dijatuhi pi<;iana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. 

2. 	 Penggantian Bakal Calon atau Bakal PasIon yang tidak memenuhi syarat 

kesehatan, dapat dilakukan padc.. tahap sebagai berikut: 

a. 	sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau 

b. 	sebelum penetapan PasIon; 

3. 	 Penggantian Bakal Calon atau BaKal PasIon yang'tidak memenuhi syarat 

karena berhalangan tetap atau d:jatuhi pidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan pada 

tahap sebagai berikut : 

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; 

b. sebelum penetapan PasIon; atau 

c. sejak penetapan PasIon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari 

pemungutan suara. 

4. 	 Penggantian Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat 

kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan 

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan 

mengubah kedudukan : 

a. 	Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau 

b. 	Calon Wakil Bupati menjadi Calon Bupati. 

5. 	 Bagi PasIon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian Bakal Calon 

sebagaimana dimaksud pacta angka 4, harus mendapat persetujuan 

Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang 

dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. 

p 	 PenpP'CInban_ 
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6. 	 Penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak 

mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi 

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik. 

7. 	 Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat 

kesehatan dilakukan pada masa perbaikan. 

8. 	 Penggantian calon yang diusung oleh' Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan 

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon 

pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon atau PasIon 

dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik 

dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti 

sebagaimana dimaksud pada hurllf a . 

c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik 

dukungarl kepada Calon atau PasIon pengganti, dukungan Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah. 

d. dalam hal Partai Politik atau Gabunga n Partai Politik tidak mengajukan 

Calon atau PasIon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

salah satu calon dari PasIon yang tidak berhalangan tetap atau tidak 

dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik pengusul Calon atau PasIon tidak dapat 

mengusulkan Calon atau PasIon lain. 

e. dalam hal salah satu Calon dari PasIon berhalangan tetap atau dijatuhi 

pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari 

sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik tidak dapat mengusulkan Calon pengganti, salah satu Calon 

dari PasIon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana 

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 

ditetapkan sebagai Pasangan Calon. KPU Karanganyar melanjutkan 

Pilbv.p Karanganyar 2018 dengan salah satu calon dari PasIon yang 

tidak berhalangan tetap sebagai PasIon peserta Pilbup Karanganyar 

2018. 

f. dalam ... 
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f. 	 dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap 

atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, KPU Karanganyar wajib mengumumkan 

kepada masyarakat. 

9. 	 KPU Karanganyar melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan 

kebenaran dokumen persyaratan Calon atau PasIon pengganti karena 

syarat kesehatan dan menetapkan PasIon paling lambat 7 (tujuh) hari 

sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau PasIon pengganti. 

10. KPU 	 Karanganyar melakukan verifikasi terhadap keIengkapan dan 

kebenaran dokumen persyaratan CaIon atau PasIon pengganti karena 

alasan berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, paling lambat 3 (tiga) 

hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau PasIon pengganti. 

11. KPU 	 Karanganyar menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis 

sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada Pimpinan Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik dan Calon at2.U PasIon pengganti paling lambat 1 

(satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. 

12. 	Dalam hal dari hasil verifikasi/penelitian sebagaimana dimaksud pada 

angka 11 Calon atau PasIon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon 

atau PasIon pengganti. 

13. 	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau PasIon 
' . ~ 

pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengalihkan 

dukungannya kepada PasIon lain. 

14. 	Dalam hal berdasarkan hasil ve:ifikasi/penelitian terhadap calon atau 

PasIon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan mengakibatkan 

jumlah PasIon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Karanganyar membuka 

kembali pendaftaran Pasangan Calon . 

15. 	Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari. 

BAB VII ... 
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BAB VII 


LARANGAN DAN SANKSI 


1. 	 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menenma imbalan 

dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pilbup Karanganyar 2018. 

2. 	 Setiap orang atau Iembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses 

pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. 

3. 	 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbaIan, harus 

dibuktikan dengan Dutusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

4. 	 Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima 

imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan 

dilarang mengajukan PasIon pada periode berikutnya di Kabupaten 

Karanganyar. 

5. 	 Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan 

dalam proses pencalonan, maka penetapan 'Pasion Peserta Pilbup 

Karanganyar 2018, atau PasIon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil 

Bupati dibatalkan. 

6. 	 Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima 

imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

tentang Pemilihan. 

7. 	 Bakal Calon selakupetahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 

(enam) bulan sebelum tanggal penetapan PasIon sampai dengan akhir 

masa jabatan. 

8. 	 Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, 

program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup 

Karanganyar 2018, 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan PasIon 

sampai dengan penetapan PasIon Terpilih. 

9. 	 Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 7 dan angka 8, petahana yang bersangkutan 

dinyatakan tidak memenuhi syarat. 

10. PasIon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Karanganyar 

2018 oleh KPU Karanganyar, apabila : 

a. 	PasIon danjatau Tim Kampanye terbukti menjanjikan danjatau 

memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih 
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berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunym kekuatan 

hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara; 

b. 	PasIon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

sebelum hari pemungutan suara; 

c. 	 PasIon terbukti menerima dan/ atau memberikan imbalan dalam proses 

pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

d. 	 PasIon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, 

berdasarkan rekomendasi Bawaslu ?rovinsi atau Panwas Kabupaten 

atau Keputusan KPU Provinsi; 

e. 	 melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal 

penetapan PasIon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau 

PasIon yang berstatus sebagai Petahana; 

f. 	 menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah 

untuk kegiatan Pilbup Karanganyar 2018 sejak 6 (en am) bulan sebelum 

ditetapkan sebagai PasIon sampai dengan peneta"pan PasIon Terpilih bagi 

Calon atau PasIon yang berstatus sebagai Petahana; dan 

g. 	 tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus 

sebagai Petahana. 

11. Pembatalan Pasion Peserta Pilbup Karanganyar 2018, tidak mengubah 

nomor urut PasIon peserta Pilbup Karanganyar 2018 yang lain. 

BAB VIII ... 
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BAB VIII 

TANGGAPAN MASYARAKAT 

1. 	 KPU Karanganyar mengumumkan daftar Bakal PasIon beserta dokumen 

pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan 

tanggapan. 

2. 	 Masukan d.an tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU 

Karanganyar sejak pengumuman PasIon pada Iaman KPU Karanganyar 

danl atau media cetak atau rr.edia elektronik sampai dengan masa 

verifikasi / penelitian . 

3. 	 Masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan dilengkapi 

dengan identitas yang jelas disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk. 

BAB IX... 


jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar



- 42 ­

BABIX 


PENYELESAIAN SENGKETA TATA TJSAHA NEGARA 


1. 	 Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul 

dalam bidang tata usaha negara antara PasIon dengan KPU Karanganyar 

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Karanganyar tentang 

Penetapan PasIon Peserta Pilbup Karanganyar 2018. 

2. 	 Penyelesaian sengketa tata usaha negara Pilbup Karanganyar 2018 

diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten atau 

Bawaslu Provinsi. 

3. 	 Dalam hal masih terdapat keber2.tan atas putusan Bawaslu Provinsi, dapat 

diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

4. 	 Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang tentang Pemilihan. 

~_____________________________________________________________________BARX 
jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar



- 43 ­

BABX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. 	 PasIon dapat mencantumkan gdar akademik, gelar sosiall adat, danlatau 

gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon. 

2. 	 Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah 

dilegalisir. 

3. 	 Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai 

Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Karanganyar meminta 

pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri. 

4. 	 Kepala Desa. atau Lurah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik menjadi PasIon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan 

dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan 

sebagai PasIon yang disampaikan pada saat pendaftaran. 

5. 	 Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik menjadi PasIon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan 

surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai 

PasIon yang disampaikan pada saat pendaftaran. 

6. 	 Kepala Desa atau Lurah atau Perangkat Desa wajib menyampaikan kepada 

KPU Karanganyar paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai 

calon, yang terdiri atas : 

a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang; 
".,-	

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat 

pengunduran diri;· dan 

c. 	surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh 

pejabat yang berwenang. 

7. 	 Kepala Desa atau Lurah atau Perangkat Desa yang dicalonkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik wajib menyampaikan keputusan 

pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan 

sebagai Calon. 

8. 	 Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran 

ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau PasIon pada salah 

satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan PasIon, 

KPU Karanganyar meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk 

ditindaklanjuti sampai dengan actanya putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. 

9. DaIam... 
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9. 	 Dalarn hal putusan pengadilan rnenyatakan ijazahjSurat Tanda Tarnat 

Belajar (SITB) Calon atau PasIon tidak sah, penggunaan ijazahjSurat 

Tanda Tarnat Belajar (SITB) dirnaksud dinyatakan tidak rnernenuhi syarat, 

dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketcntuan sebagairnana dirnaksud 

dalarn BAB VI angka 8. 

10. Dalarn hal sarnpai dengan berakhirnya rnasa pendaftaran hanya terdapat 1 

(satu) Bakal PasIon yang diterima pendaftarannya dan rnasih terdapat 

Partai PJlitik atau Bakal PasIon Perseorangan yang belurn rnendaftar, 

dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan : 

a. 	 apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belurn 

rnendaftar rnencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau 

perolehan suaranya rnencapai paling kurang 25% (dua puluh lima 

persen), rnaka komposisi Pm-tai Poli'tik atau Gabungan Partai Politik yang 

mengusung PasIon yang telah diterirna pendaftarannya, tidak dapat 

diubah; 

b. 	 apabila perolehan kursi dari satu atau Iebih Partai Politik yang belurn 

mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua pu~uh persen) atau 

perolehan suaranya tidak mencapa,i paling kurahg 25% (dua puluh lima 

persen), rnaka PasIon yang telah diterima pendaftarannya dapat 

mendaftar kembali dengan kornposisi Partai Politik atau gabungan partai 

politik yang berbeda; atau 

c. 	 apabila terdapat Bakal PasIon Perseorangan yang telah menyerahkan 

syarat dukungan serta telah mengikuti verifikasijpenelitian adrninistrasi 

dan faktual, narnun tidak rnendaftar pada rnasa pendaftaran, dapat 

rnendaftar .Jada masa perpanjangan pendaftaran. 

11. 	 Dalarn hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Bakal 

PasIon yang memenuhi syarat, dilakukan pernbukaan kernbali pendaftaran. 

12. KPU 	Karanganyar melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2018 

dengan 1 (satu) PasIon apabila terdapat keadaan : 

a . setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya rnasa 

perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) PasIon yang 

rnendaftar; 

b. terdapat lebih dari 1 (satu) Bakal PasIon yang mendaftar, dan 

berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Bakal PasIon yang 

rnemenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sarnpai dengan 

berakhirnya masa pembukaan kernbali pendaftaran, tidak terdapat 

Bakal PasIon yang mendaftar, atau Bakal PasIon yang mendaftar 
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berdasaryan hasiI verifikasijpenelitian dinyatakan tidak memenuhi 

syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) PasIon; 

c. sejak penetapan PasIon sampai dengan saat dimuIainya masa 

Kampanye, terdapat PasIon yang berhaIangan tetap yang 

mengakibatkan hanya terd2.pat 1 (satu) PasIon; 

d. sejak dimuIainya. masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan 

suara, terdapat PasIon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan 

hanya terdapat 1 (satu) PasIon; atau 

e. terdapat PasIon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta 

Pilbup Karanganyar 2018 yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) 

PasIon. 

13. Tata cara penyelenggaraan PiIbup Karanganyar 2018 dengan 1 (satu) 

PasIon berpedoman pada Peraturan Komisi PemiIihan Umum yang 

mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) PasIon. 

14. Bentuk dan jenis formuIir untuk keperluan pencaIonan, tercantum dalam 

Lampiran II. 

PAP XI 
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- 46 ­ ISALINAN I 
BAB XI 


PENUTUP 


Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam 

Pencalonan Pilbup Karanganyar 2018. 

Ditetapkan di Kabupaten Karanganyar 

pada tanggal;).1 September 2017 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KARANGANY AR, 

ttd 

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 


KABUPATEN KARANGANY AR 
-J Kepala Subbag Hukum 

14 ---.-­
I f r·~WI(W.xJ'YVl'---
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LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR: ' /PP.02.3-Kpt/3313/KPU-KabjIX/20 17 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR 
TAHUN 2018 OLEH PARTAI POLITIK ATAU 
GABUNGAN PARTAI POLITIK 

FORMULIR PENCALONAN 

PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK 

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR 

TAHUN 2018 

A. SYARAT CALON 
1. 	 MODEL BB.1 KWK SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI 

DAN WAKlL BUPATI KARANGANYAR PADA 
PILBUP KARANGANYAR 2018 

2. 	 MODEL BB.2-KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI KARANGANYAR PADA PILBUP 

KARANGANYAR 2018 
3. 	 MODEL BB.3 KWK SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI 

JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA 
(BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH 
(BUM D) 

B . SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK 
1.. 	 MODEL B-KWK PARPOL SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN 

WAKlL BUPATI KARANGANYAR PADA PILBUP 
KARANGANY AR 2018 

2. 	 MODEL B.1-KWK PARPOL KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT 
PARTAI POL I T I K TENTANG PERSETUJUAN 
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKlL BUPATI 
KARANGANYAR PADA PILBUP KARANGANYAR 
2018 

3. 	 MODEL B .2-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI 
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DALAM 

PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 
KARANGAl\'YAR PADA PILBUP KARANGANYAR 
2018 

4. 	 MODEL B.3-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA 
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) 
DENG/~N PASANGAN CALON BUPATI DAN 
WAKlL BUPATI KARANGANY AR PADA PILBUP 
KARANGANYAR 2018 

5. 	 MODEL B.4-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH 

VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR 

PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 DENGAN jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar
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RPJP KABCPATEN KARANGANYAR 


C. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA 


1. 	 MODELTT.1-KWK 

2. 	 LAMPIRAN MODEL TT.1­

KWK 

3. 	 MODEL TT.2-KWK 

4. 	 LAMPIRAN MODEL TT.2­

KWK 

5. 	 MODEL BA.HP-KWK 

6. 	 LAMPIRAN MODEL BA.HP­

KWK 

7. 	 MODEL BA.HP PERBAIKAN­

KWK 

8. 	 LAMPIRAN MODEL BA.HP 

PERBAIKAN-KWK 

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN 

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

KARANGANYAR PADA PILBUP KARANGANYAR 
2018 
LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN 

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI KARANGANYAR PADA PILBUP 

KARANGANY AR 2018 

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN 
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI KARANGANYAR PADA PILBUP 

KARANGANYAR 2018 

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN 
PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI KARANGANYAR PADA PILBUP 
KARANGANYAR 2018 

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN 
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN 
PERSYARATAN PENCALONAN DAN 
PERSYARATAN CALON PADA PILBUP 
KARANGANYAR 2018 

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN 
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN 
PERSYARATAN PENCALONAN DAN 

PERSYARATAN CALON PADA PILGUB JATENG 
TAHUN 2018 

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN 

PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI 
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN 
PERSYARATAN CALON PADA PILBUP 
KARANGANYAR 2018 

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN 
PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI 
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN 

PERSYARATAN CALON PADA PILBUP 
KAF.ANGANYAR 2018 
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[ MODEL BB.l·KWK ] 

SURAT PERNYATAAN 

BAKAL CALON BUPATI / WAKIL BUPATI*) PADA 

PILllUP KARANGANYAR 2018 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

a. 	 Narna . ............. . ........... . .................................................... . 


b. 	 NIK 

c. 	 Jenis kelarnin 

d. 	 Pekerjaan 

e. 	 Tempat dan tanggal ........................................................ j ............. tahun 

lahirjurnur 

f. 	 Alarnat ternpat tinggal :............................................................... . .............. .. 


rnenyatakan dengan sebenarnya bahwa saya : 

A. 	 UMUM 
1. 	 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. 	 setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,. Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklarnasi 
Kernerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

3. 	 tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah rnernperoleh kekuatan hukurn tetap; 

.. 	 4. belurn pernah rnenjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 
(dua) kali rnasa jabatan dalarn jabatan yang sarna sesuai ketentuan 
Pasal 4 ayat (1) huruf 0 Peraturan KPU tentang Pencalonan dalarn 
Pernilihan; 

5. 	 belurn pernah rnenjabat sebagai Bupati bagi Calon Wakil Bupati di 
daerah yang sarna; 

6. 	 tidak akan rnengundurkan diri sebagai Calon BupatijWakil Bupati*) 
Karanganyar; 

B. 	 KHUSUS 

Beri centang 
pada kolom ini 

Uraian Status Khusus 

Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) 

Terpidana karena alasan politik 

Terpidana yang tidak rnenjalani pidana dalarn penjara 
dan secara terbuka dan jujur rnengernukakan kepada 
publik bahwa saya sedang rnenjalani pidana tidak di 
dalarn peLjara 
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Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa 
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum 
jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana 
bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan 
seksual terhadap anak 

Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana 
penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) 
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan 
Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana 
kej ahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka 
dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya 
adalah : 
a. mant.an terpidana; dan 
b. bukan ~ebagai pelaku kejahatan yang berulang. 

Bersedia. berhenti dari jabatan saya sebagai 
Gubernur jWakil Gubernur jBupatijWakil Bupatij 
WalikotajWakil Walikota*) dari daerah lain 

Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama 
masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati yang 
mencalonkan diri di Kabupaten Karanganyar 

Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur j Penj abat 
BupatijPenjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan 
bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri 
Sipil sejak ditetapkan sebagai pa."sangan calon 

Bersedia mengundurkan diri sebagai sebagai Anggota 
DPRjDPD jDPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan 
Calon 

Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara 
Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan 
Calon. 

Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan 
sebagai Pasangan Calon. 

Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri 
Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Cajon. 

Bersedia mengundurkan diri sebagai LurahjKepala 
Desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 

Bersedia mengundurkan diri sebagai perangkat desa 
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 

Bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak 
ditetapkan sebagai Pasangan Calon 

Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, 
KPU KabupatenjKota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
Panwas KabupatenjKota sebelum pembentukan PPK 
dan PPS. 
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Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 

digunakan sebagaimana ,mestinya. 

. ..... ......... , ...................... . 


Yang membuat pernyataan, 
Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati*) 

MATERA! 

6.000 

•••• 0 . 0 ••••••••••••••• 0 •• • ••• ,0 •• • ••• 0 •• 0 .0 • • ••••••• 

Keterangan: 
1. *) Pilih salah satu. 

2. Beri tanda [ " ] pada kolom yang tersedia jika sesuai. 
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[ MODEL BB.2 KWK ] 

DAFTAR RIWAVAT HIDUP 
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 

A. Data Pribadi 

Nama Lengkap 

TempatjTanggal Lahir 

NIK 

Usia 

Alamat Tempat Tinggal 

No . TelponjHP 

Email 

Jenis Kelamin Laki-lakijPerempuan*) 

Status Perkawinan KawinjBelum KawinjPernah Kawin *) 

Agama 

NPWP 

Hobi 

Moto Hidup 

B. Riwayat Pendidikan **) 

-­
~!.ii':~_·,: e . ~b~,n;.~~ ;11 

•. J ;i.~~ .....f.:.:-di .~ Pendidikan Formal 

Jenjang Institusi Tahun (masuk ­ lulus) 

r " 't. 

,. ~',; ~; 
Pendidikan Informal 

.' I 

Jenjang Institusi Tahun 

C. Pengalaman Pekerjaan**) 

Institusi TahunJabatan 
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D. Pengalaman Organisasi **) 

'= 

..........~' !!.~l?,a~, ~, :;i~' Institusi 
~ - Tahun 

E. Publikasi **) 

1'--.!..__;....::;,;.:.:....:..=~:::::IIIlI:IIIS:u.H&:-:.. J::...u=d.::.:.. -If----=..:.~ Tahun Terbit=ul_~==---.:....._____ 

F. Penghargaan **) 

Institusi Tahun 

G. Data Keluarga 

~ubungan KemJlrga 
,ill, 

Nama Pekerjaan 

Istri/Suami 
Jumlah Anak 
Anak l. ... 

2. ... 
3 .dst ... 

H. Lain-lain: 

Daftar riwayat hidup 

sebagaimana mestinya 

Kabupaten Karanganyar. 

dan 

ini 

ber

dibuat 

sedia/tidak 

dengan 

bers

seben

edia*) 

arnya 

dipubl

untuk 

ikasikan 

digun

oleh 

akan 

KPU 

............... ,.. .............. .. ... 20 ...... . 


Yang Membuat pemyataan , 

Calon Bupati/ Wakil Bupati*) 

Materai 

6.000 

(. , , , . . , , ..... ...... .. .. , . , . .. .. , . , . , .. . , .... , . .. ) 
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Mengetahui ***) 

DPD jDPC Partai Politik atau sebutan lain *)j 

Gabungan DPDjDPC Partai Politik atau sebutan lain *) 


Kabupaten Karanganyar 


Yang Mengajukan Pasangan Calon 

Partai .... .... ... ..... , .. ... ..... ..... ..... .. . 


Ketua Sekretaris 

( .......... ... .................. .. ..... j 
 (..... ......... ... ... .. , ..... ... .. .......... ) 


Yang Mengajukan Pasangan Calon 

Partai .. ............ .. .............. .... .... .. 


Ketua 
 Sekretaris 

( .............. .......... .. ............ j 
 ( ....... ............... .. ... ................ j 


Partai ....... ... .... ................ ......... . 


Ketua 
 Sekretaris 

( ....................... ............... j 
 (... .. ...................................... ) 


Keterangan: 
*) coret yang tidak perlu 
**) dimulai dari tahun yang lebih awal 
***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai PolitikJGabungan Partai Politik 
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SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA 
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*) 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

a. Nama 

b. NIK 

c. Nomor Pegawai 

d. Jenis kelamin 

e. Ternpat dan tanggal .................................................... j ............. tahun 

lahirjumur 

f. Alamat tempat tinggal 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada 
BUMNjBUMD**) ...... .................... . ..... .. ... serta akan menyampaikan Keputusan 
Pemberhentian yang akan ditandatangani pejabat yang berwenang paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 

.. . ..... ...... "' . .. . ............. .. ..20 .. . 


MATERA! 

6.000 

Keterangan: 
*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai p~jabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan 

paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon. 

**) pilih salah satu. 
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MODEL B-KWK 

PARPOL 


SURAT PENCALONAN 
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 
PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati 

dalam Pilbup Karanganyar 2018 oleh Dewan Pimpinan DaerahjDewan Pimpinan 

Cabang atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan 

Partai Politik*) yang meliputi : 

1. Partai ................... , ........... 

kursij suara *); 

dengan perolehan kursij suara sah *) ......... . 

2. Partai.............................. 

kursij suara *); 

dengan perolehan ku.rsij suara sah *) ......... . 

3. Partai ......... .............. ...... 

kursij suara *). 

dengan perolehan kur.sij suara sah *) ........ . 

Jumlah keseluruhan kursijsuara sah*) sebanyak ........................ KursijSuara*) 

dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlati kursi DPRD Kabupaten 

Karanganyar sebanyak ..... (.................. ) kursi atau paling sedikit 25 % dari 

akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2014 sebanyak ................. (. ...................................... ) 

suara sah. 

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan : 

1. Calon Bupati : 

2. caton Wakil Bupati : 

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan 

Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. 

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 
digunakan sebagaimana mestinya. 
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............ ) ............................20 .. . 


DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/ 


Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *) 


Kabupaten Karanganyar 


Yang Mengajukan Pasangan Calon *) 


Partai 

Materai 
Ketua Sekretaris 

6000 

,............•............. ) 
 (..........................) 


Partai 

Ketua SekretarisMaterai 

6000 

(•.................•....... ) (.......................... ) 


Partai 

Materai Ketua Sekretaris 

6000 

(............•......•...... ) (.......................... ) 


Keterangan: 

1. *) Pilih salah satu. 

2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
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MODEL B.I-KWK 

PARPOL 


KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT 

PA.R'tAI ............................................... . 

NOMOR: ...................................... ;... .. .. . 


TENTANG 

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 


PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 


Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 

Tahun 2018 dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Partai 

.............................................. , Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai 

.......................................... , memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati 

1. Nama Calon Bupati : 

2. Nama Calon Wakil Bupati : 

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar. 

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 

. ...... .......... ,...........................20 .... . 

Dewan Pimpinan Pusat 


Partai .............................................. . 


Ketua Umum atal.l S~kretaris 

Sebutan lain*) Jenderal atau
Materai 

sebutan lain*)
6.000 8 

(...............................) 

(................ .. .... .. .... .... ) 


Keterangan : 

*) Pilih salah satu. 
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MODEL B.2-KWK 

PARPOL 

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN 

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) 


DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 


Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten 

Karanganyar Partai ......... ....... ........ ... ......... atau Gabungan Partai Politik*) 

Kabupaten Karanganyar yang meliputi: 

1. Partai .................................................. ...... ................................. ..... ........ ;dan 


2. Partai ....... .......................................................................................... .... .. ... ;dan 


3. Partai ................................................................................................. ......... . 


menyatakan : 

1. 	 sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan 

2. 	tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah 

diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK 

PARPOL) atas nama: 

1. 	Calon Bupati : 

2. 	Calon Wakil Bupati : 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. 

................. ,..................20 ... 

DPD/DPC Partai PI)litik atau sebutan lain *)/ 

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *) 

Kabupaten Karanganyar 

Yang Mengajukan Pasan.gan Calon *) 

Partai 

Ketua 	 Sekretaris 
Materai 

6.000 

(..........................) 	 (.......................... ) 
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Partai 

............................ ...... ........ .. .... ............ .... 


Ketua Sekretaris 
Materai 

6.000 

(...•...•...•...•.......••• ) 	 (..........................) 


Partai 

........... ... ...................... ... . .. . . .. ....... ... .... . . . . 


Ketua 	 SekretarisMaterai 

6.000 

(..........................) 	 (..........................) 


Keterangan: 

1. 	 *) Pilih salah satu. 

2. 	 Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan 
Partai Politik. 
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MODEL B.3-KWK 

PARPOL 


PERNYATAAN KESEPAKATAN 
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) 
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 

Yang bertanda tangan dibawah ini , Pimpinan: 

1. Partai .. . ..... .. ............... . .... .. ....... . .. .... . . . . ... .... ... .. .. . ... ........ . .. .. ..... . . . . . . ... ... ... ; 


2. Partai ........ ....... . ...... .. .. .... . ................... .. ......... .. ...... .. . ..... ...... .. ....... ....... .. .. .. ; dan 

3. Partai ... .. ...... ........ ........ ....... ... .... .... ...... ... .... .......... ....... .. .. ..... ...... ........ ... .. .. .. .. .. . . 

selanjutnya disebut sebagm PIHAK PERTAMA, dan 

1. Nama Calon Bupati : 

2. Nama Calon Wakil Bupati : 

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan 
Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sesuai ketentuan Undang­
Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.. 

Demikian kesepaka1:an ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. 

....... . . ...... . . , ..... ... ..... . .... .. . .. 20.. . . 

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/ 


Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *) 


Kabupaten Karanganyar 


Yang Mengajukan Pasangan Calon *) 


Partai 

Ketua Sekretaris 

Materai 

6.000 

(..........................) (..........................) 
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Partai 


Ketua Sekretaris 

Materai 

6.000 

(.................................) 	 (..........................) 


Partai 

Ketua 	 Sekretaris 

Materal 

6.000 

( ............................... ) (..........................) 

Pasangan Calon 

Calon Bupati Calon Wakil Bupati 

t···· .............. ·· .. ·· .. ·· .. ·· .............. ·· .. ·· ................................) (...............................................) 


Keterangan: 

1. 	 *) Pilih salah satu. 
2. 	 Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik. 
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MODEL B.4-KWK 


PARPOL 


PERNYATAAN KESESUAIAN 

NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN 


WAKIL BUPATI PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 DENGAN 

RPJP KABUPATEN KARANGANYAR 


Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik 

Tingkat Kabupaten Partai '" .. , ............ .. ................ atau Gabungan Partai 

Politik*) Kabupaten Karanganyar yang meliputi : 

1. Partai .. ........................... ... ...................... ......... . ...... . ............. ... ........ ; 


2. Partai ....................... ........ . ............ .. ..... ... .... ......... ... ... ............. .... ..... ; dan 


3. Partai ............................. , .......... ... ... ... ... ,. '" ...... .... . , ............... '" ... ....... . . 


menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati Karanganyar telah sesuai dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karanganyar. 

Demikian surat pernyataan Inl dibuat dengan sebenarnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 

.. ....... . , ...............20 .. .. 


DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/ 

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *) 

Kabupaten Karanganyar 

Yang Mengajukan Pasangan Calon *) 

Partai 

.. .. ................... ..... ..... ... ....... .. ..... ... .. .. ...... 


Ketua Sekretaris 
Materai 

6.000 

{..........................) (..........................) 
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Partai 

Ketua SekretarisMaterai 

6.000 

(•.....•.•...••...•••...... ) 	 (..........................) 


Partai 

Ketua 	 SekretarisMaterai 

6.000 

(..••.....••....••••.••••..) 	 (..........................) 


Keterangan: 

l. 	*) Pilih salah satu. 
2. 	 Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik. 
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[ MODEL TT.I-KWK ] 

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 

~========================================~=================== 

Bahwa pada hari ............... tanggal ....................... bulan ..................... . 
Tahun dua ribu ......................... , telah diterima dokumen persyaratan 
pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Karanganyar, atas nama: 

1. Nama Bakal Calon Bupati 

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati 

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan 
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir. 

Kara~ganyar, ............................ 20 .. . 


Yang Menyerahkan, Yang Menerima, 

CAP 

'----­
(..........................................) (..........................................) 


Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nama Lengkap dan Tanda Tangan 
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LAMPlRAN MODEL [ 	 1TT.I-KWK 

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN 
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 

1. 	 Identitas Bakal Calon Bupati : 

Nama 

Alamat 

Nomor Telp 

2. 	 Identitas Bakal Calon Wakil Bupati : 

Nama 

Alamat 

Nomor Telp 

3. 	 Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran 

Hari 

Tar.ggal 

Waktu 

4. Partai Politik atau Gabungarl Partai Politik **) pengusul : 

NO 
PARTAI 
POLITIK 

ALAMAT KANTOR DEWAN 
PIMPINAN PARTAI POLITIK 

NOMOR TELEPON 
DEWAN PIMPINAN 
PARTAI POLITIK 

NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN 
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT 

DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI 
POLITIK TINGKAT KABUPATEN TENTANG 

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK 

NOMOR & TANGGAL 
KEPUTUSAN PIMPINAN 

PARTAI POLITIK TINGKAT 
PUSAT TENTANG 

PERSETUJUAN BAKAL 
PASANGAN CALON 

1 
2 
3 
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A. SYARATPENCALONAN 

5 

6 
n 

7 Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam 
pcndaftaraIi pasangan calon 
Catatar, : 
Diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftaro.nnya 
tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat 

ten 

(keabsahan dokumen 
diteliti pada masa 

B. SYARAT CALON 

1. BAKAL CALON BUPATI : 

NO 

-., 
Lf :.,' 

JENIS DOKUMEN 
HASIL PEMERIKSAAN 

KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN 
+, .,.: - ,­ ADA TIDAKADA 

l. Model BB.I KWK 
2. Model BB.2 KWK 
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adaJah Anggota KPU, KPU 

Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 
Kabupaten/Kota. 

4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meJiputi tempat 
tinggal calon 

5 . Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari 
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara 
karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik. 

Kealpaan 
ringan/alasan 
politik*) 
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a. 

b. 

7. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukllm tetap, dalam hal bakal Calon 
adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) 
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau 

. tan seksual terhad anak 
8. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara 

tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan 

9. 

10. 

11. 

mantan te ' bandar narkoba atau tan seksual anak: 
a. 

b . 

c. 

keterangan dari Pengadilan 
takan bahwa : 

Calon yang bersangkutan bukan s~bagai 

bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 
dal&m hal Bakal Calon mendapat 

beb 

hukumnya meliputi tempat tinggal 

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum 

b. 

Surat keterangan catatan kepolisian 
melakukan tercela dari Ke 

hutang secara perseorangan dan/atau secara badan 
'kan keuan 

yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah 
lisian daerah 

Surat tanda rna penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi 
Pemberantasan si 

12 . Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon 

~ - ~ - - - '~ -~, - - - ->C. - - • - ­ • 

I I - -. . ., ... .. - .·r - .. '; . ~- I 
- J ~ • • I -=-.... ,n_ _ ;j 
~ ., ~ _-' •. _~_:.J.'._ u,­ . •r'--"-­ __----...::... __ ~~~~_~~_~ ____ --....:..:...~~ _ 
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13. 

14. 

tempat calon yang bersangkutan 

a. 
b. 

c. 
Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

~7-

, 
.:­ - -­

-, 

- ­ . 

- -­ - - "I 

_ .. -­ . -

. ­ - -
' . 
--­ -­ ~ 

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubemur, penjabat Bupati atau pe;-,jabat 

15. 
16. 

Walikota. 

a. 

17. 

18. 
19. 

b. 

Foto Terbaru 
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm seban ak 4lembar 
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm seban ak 4 lembar 
c. Foto calon ukuran 10.2 em x 15.2 cm 4R Berwarna seban ak 2 lembar 
d. Softco 

2. SAKAL CALON WAKIL SUPATI : 


NO 

-.", - ~ " .. ". 
JENIS DOKUMEN 

HASIL PEMERIKSAAN 
KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN 

, .~ .: 1' - -­ '.­ " 
" ADA TIDAKADA 

1. Model BB. 1 KWK 
2. Model BB.2 KWK 
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

KabupatenjKIP Aceh, KPUjKIP KabupatenjKota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 
KabupatenjKota. 

4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal calon 

1 

5. SUT'at keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari 
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara 
karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik. 

Kealpaan 
ringan j alasan 
politik*) 
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a. 

b. 

5 


t ·- - - 'F - - - . ., 	 ..~-07 

~~ • _ .•. • ~__ • . 	 ......l.! 

7. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon 

adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjaIa:ni masa pidananya paling singkat 5 (lima) 

tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau 


seksual te anak 
8. 

a. 

b. 

c . surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai 

f--__--'-_I...:..Ct:::.;k=u kejahatan berulang dari Kepolisan daerah ; 


d . 	 surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga 

meliputi tempat tinggal9. 

a. 	 Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum te 


b. 	 secara badan 

10. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan 

melakukan buatan tercela dari Ke lisian daerah 


11. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan Komisi 
Pemberantasan si 

12. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon 

.~~~~--------~~--------~--~--~--~~~~~----~---;
Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalalli pidana penjara 
tetapi belum ulelampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan 
mantan te bandar narkoba atau . tan seksual anak: 

publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 
atau nasional surat 

tan' 
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 
dalam hal Bakal Calon mendapat 

bebas 

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar
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13. - - . - ­ r 

i 
- - .- ~ ... - - - ­ ~- ­

a. 

b. 

Foto Terbaru 
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar 

tempat calon yang bersangkutan 

a. 
b . 

c. 
14. 
 Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 


Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjaba~ Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 
Walikota. 

15. 
16. 

17. 

18­
19. 

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm seban ak 4 lembar 
c. ak 2 lembar 
d _ 

Yang Menyerahkan 
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *) 

(...................................................) 


Keterangan : 
*) Pilih salah satu 

._.... ... .. .. ...... .... , ._ ........ ........................... 20 ... .. . 


Yang Menerima 
Ketua/Anggota KPU Kabupaten /Ketua Pokja Pencalonan *) 

(...................................................) 
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[ MODEL TT.2·KWK ] 

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBA1KAN PASANGAN CALON BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 

==:=============================~============================= 

Bahwa pada hari ............ tanggal ................... bulan........ .......... Tahun 
dua ribu ........................ , telah diterima dokumen perbaikan persyaratan 
pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Karanganyar, atas nama: 

1. Nama Bakal Calon Bupati : 

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati : 

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan 
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen 
Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir. 

Karanganyar. ........................ 20 .. . 


Yang Menyerahkan, Yang Menerima, 

CAP 


(..........................................) (..........................................) 


Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nama Lengkap dan Tanda Tangan 
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LAMPIRAN MODEL 
TT.2-KWK[ 	 1

LAMPI RAN TANDA TERIMA PERBAIKAN 
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 

1. 	 Identitas Bakal Calon Bupati : 


Nama 


Alamat 


Nomor Telp 


2. 	 Identitas Bakal Calon Wakil Bupati : 


Nama 


Alamat 


Nomor Telp 


3. 	 Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran 

Hari 

Tanggal 

Waktu 

A. SYARATPENCALONAN 

-	 .r .' ". BASIL PENEUTIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN' 
MEMENUHI TIDAKTIDAK KETERANGAN :"JENIS DOKUMEN ADA SYARAT MEMENUHINO ADA 

< SYARAT 
•. 1_.; BAKAL CALON DAR! PARTAI POLITIK " 

::"Model 8.4. KWK-Parpol1 (keabsahan dokumen 
diteliti pada masa 

.1 	 I ­ I verifikasi)-... qKeputusan tentang Kepengurusan Partai Politik2 Digunakan sebagai dasart-­tingkat Kabupaten dalam hal terjadi perubahan untuk melakukan 
kepengurusan setelah pendaftaran 

fl 	

1~ koordinasi dalam proses 
pencalonan 

~ 
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B. SYARAT CALON 

1. BAKAL CALON BUPATI : 

d . 

~f;'~KlJMEN 
J 

HASIL PEMERIKSAAN 
NO KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGA..."i 

_"-DA TIDAKADA 
l. Model BB.l KWK 
2 . Model BB.2 KWK 
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, BawasIu, Bawaslu KabupattD, Panwas 
Kabupaten/Kota. 

4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap dhli pengadilan negeri yang wilayah hukunmya meliputi tempat 

f-­
tinggal calon 

5. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politlk Kealpaan 
berdasarkan putusan per..gadilan yang telah rnemperoleh kekuatan hukum tetap dari ringan/alasan 
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara politik*) 
karena kealpaan ringan (culDa levis) atau alasan politik. 

6. Bagi Bakal 'Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : I , 
, ".~ ~,:::.lI.~ ~~ •7 

a . Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang 
menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik seba£ai terpidanayan£ tidak menialani pidana dalam penjara 

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 
atau nasional (kliping surat kabar) 

c. Salinan putusan Dcngadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 
d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pid"l.na dalam penjara 

7 . Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon 
adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) 
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan man tan terpidana bandar narkoba atau 
kejahatan seksual terhadaR anak 

8. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara \ ..., 
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan 
mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: 
a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang 

menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara 

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 
atau nasional (kliping surat kabar); 
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c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai 
elaku ke·ahatan berulan dari Ke olisan daerah· 

d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga 
ermas arakatan ; 

e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 
menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat 
embebasan bers arat, cuti bers arat atau cuti men·elan bebas 

f. Putusan en adilan an telah berkekuatan hukum teta . 
9. SUrat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

Calon an men atakan bahwa : 
a. Tidak sedang dicabut hak pililmya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum teta 
b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara lJerseorangan dan/atau. secara badan 

hukum an men·adi tan n ·awabn a an meru . an keuan an ne ara 
10. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah 

melakukan erbuatan tercela dari Ke olisian d3.er~.h 
11. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi 

Pemberantasan Koru si 
12. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan ~iaga ntau pengadilan tinggi yang wilayah 
hukumn a meli uti tern at tin al calon 

13 . Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan 
terdaftar seba ai wa·ib a·ak: 
a. 
b. 

c. 
14 . Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 
Walikota. 

15 . 
16. a. 

b. 

17. 

18. 
19 . 

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm seban ak 4 lembar 
b . Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm seban ak 4 lembar 

F~ "--.~ .--~:-.-~["!" ~.---~
I, . I"'" f -

l_ __ __ .;~_ ~ _'_~~ : ~._ ~--J 
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c. ak 2lembar 
d. 

2. SAKAL CALON WAKIL SUPATI : 

~ '­ :: :. .' ,. HASIL PEMERIKSAAN 
NO JENISDO, KELENGKAPAN OOKUMEN KETERANGAN 

. 
,'. .. ,;,;' ',' , ' ~- .."" -~ ADA 11DAKADA 

l. Model BE. 1 KWK 
2. Model BE. 2 KWK 
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPlJ 

Kabupatep IKIP Aceh, KPU/KlP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawas!u Kabupaten, Panwas .. 
Kabup3.tenLKota. 

4. SUrat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang teJah 
berkelruatan hukum teta.p dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal calon 

5. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau ~lasan politik Kealpaan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari ringan / alasan 
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara politik*) 
karena keal~aan ringan (culpa levisjatau alasan politik. 

6. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penja ra : " ,~ 
~ Q C r.:I 

a. SUrat keterangar.. dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang 
menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik seba~ai teq:~idana yan~ tidak menjalani pidana dalam penjara 

b . Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lob.1 
atau nasional (kliping surat kaba!") 

c. Salina... putusan pengadi!an yang telah berkekuatan hukum tetap­
d. 

-
Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani ~idana dalam_penjara 

7. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. dalam hal bakal Calon 
adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) 
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau 
kejahatan seksual terhada~ anak 

8. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penja ra ~ ; 

tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan 
)mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: '. 

a . Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang 
menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik sebagai terpidana yang tidak menialani pidana dalam penjara 

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 
atau nasional (kliping surat kabar); 
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c. 

d. masa pidana dari kepala lembaga 

e. 
Bakal Calon mendapat 

f. 
9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

Calon an men atakan bahwa : 

10. 

II. 

12. 

13. 

a. 

b. 

a. 
b. 

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berrlasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum teta 

yang bersangkutan 

Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon 
men·adi wa·ib a·ak 

c. Tanda bukti tidak mem un ai tun 
14. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 
Walikota. 

15. Fotoko i Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
16. a. (SLTA) 

b. 

17. 

18. 
19. 

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm seban ak 4 lembar 
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm seban ak 4 lembar 
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c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm 4R B~.IWarna seban ak 2 lembar 
d. Softco Foto seba aimana huruf a huruf bdan huruf c 

Yang Menyerahkan 
Tim Pasangan Bakal Caton/Bakal Pasangan Calon *) 

(...................................................) 


Keterangan : 
*) Pilih salah satu 

....................... , ..................................... 20 ..... . 


Yang Menerima 
Ketua/Anggota KPU Kabupaten /Ketua Pokja Pencalonan *) 

(...................................................) 
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[ MODEL BA.HP·KWK ] 

BERITA ACARA 

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN 


PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON 

PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 


=====~=================================================~====== 

Pada hari ini ............... tanggal .. .............. ... .. .... bulan .. .. ................ .. 
Tahun dua ribu ............. . ............ .... bertempat di ...................................... , 
KPU Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan penelitian persyaratan 
administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan 
pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Karanganyar, atas nama: 

1. Bakal Calon Bupati 

2. Bakal Calon Wakil Bupati 

.... . .................. . ..................... . .............. ... .................. ... ................ . .. 


Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan 
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon 
tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir. 

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing 
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten 
Karanganyar. Berita Acara disampaikan kepada : 

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon; 

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip. 

KPU KABUPATEN KARANGANYAR 

NAMA JABATAN TANDA TANGANNO 

Ketual. 

Anggota2. 

Anggota3. 

4. Anggota 

Anggota5. 
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[ LAMPIRAN MODEL BA. HP·KWK ] 

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN 
PERSYARATAN CALON PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Karanganyar atas: 

Nama Calon Bupati : 

Nama Calon Wakil Bupati : 

sebagai berikut : 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul : 

NO 
PARTAI 
POLITIK 

ALAMAT KANTOR DEWAN 
PIMPINAN PARTAI POLITIK 

NOMOR TELEPON 
DEWAN PIMPINAN. 
PARTAI POLITIK 

NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN 
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT 

DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI 
POLITIK TINGKAT KABUPATEN TENTANG 

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK 

NOMOR & TANGGAL 
KEPUTUSAN PIMPINAN 

PARTAI POLITIK TINGKAT 
PUSAT TENTANG 

PERSETUJUAN BAKAL 
PASANGAN CALON 

1 

2 

3 

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar



A. SYARATPENCALONAN 

6 

7 SUrat Keputl!san pengambilalinan wewenang dalarr. 
pendaftaran pasangan calon 
Catatan : 
Diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya 
tidak dilakukan oleh Pirnpinan Partai Politik tingkat 
Kabu 

ti 

KETERANGAN 

(keabsahan dokurnen 
diteliti pada rnasa 

ve 

B. SYARAT CALON 

1. BAKAL CALON BUPATI : 

NO 

,..; U,f ~ ft 
JENIS DOKUMEN 

' r -~ HASIL PEMERIKSAAN 
KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN 

- ~ ADA TIDAK ADA 
l. Model BB.I KWK 
2. Model BB.2 KWK 
3. Surat keterangan kernampuan jasmani dan rohani serta bebas penya]ahgunaan narkotika 
4. Keputusan pernberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 
Kabupaten/Kota. 

5. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukurn tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya rneliputi ternpat 
tinggal calon 
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Kealpaan 
ringan / alasan 
politik*) 

6. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari 
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara 
karena . atau alasan 

a . 

b. 

yang 
kepada 

8. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon 
adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) 
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoiJa atau 

ahatan scksual terhada anak 
9. Dalam hal bakal Calon adalah Me.ntan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara 

tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dar. bukan 
mantan ana bo.ndar narkoba atau . lataH seksual anak: 
a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang 

menera.'1gkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
blik se te tidak m alani dalam ara

f------'--'­

b. publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokcJ 

c . 

e. bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 
hal Bal-:al Calon mendapat 

10. keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 
me kan bahwa : 

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum te 

11 . 

12. 
Pemberantasan Korupsi 

b. Tidak sedang 
hukum 

SUrat ke 
melakukan 
Surat tanda terima penyerahan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi 
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13. 

14. yang bersangkutan 

a. 
b. 

c. 
15. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubemur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubemur, penjabat Bupati atau penjabat 
WaIikota. 

16. 
17. a. 

b. 

18. 

19. 
20. 

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm seban ak 4 lembar 
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm seban ak 4 lembar 
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm 4R Berwarna seban ak 2 lembar 
d. Softco 

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI : 


NO 
l\'j -, ~ 

JENIS DOKUMEN 
HASIL PEMERIKSAAN 

KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN 
ADA TIDAKADA 

1. Model BB. 1 KWK 
2. Model BB.2 KWK 
3. Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyaJahgunaan narkotika 
4. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila CaJon adalah Anggota KPU, KPU 

Kabupaten / KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 
Kabupaten/Kota. 

5. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal calon 
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Surat keterangan dipidana karena kealpaah ringan (culpa levis) atau alasan politik6 . Kealpaan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari ringan / alasan 
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pemah dipidana penjara politik*) 
karena keal aan rin an cul a levis atau alasan olitik. 

7. 

d. Surat keteran an dari ke'aksaan men em.j te idana tidak men 'alani idana dalam en'ara 
8. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon 


adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) 

tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau 

ke 'ahatan seksual terhada anal~ 


9. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara 
tetapi belum mela.'1lpaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan 
mantan~r~anabandarnar~~a~~'ah~an~~~~h~¥amk: ___~_~___~~_~~~~~__~~~~~_~~~~~~~~ 

a. 

b. 

c. 

a, Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang 
menerangkan bahwa Ba kal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 


ublik seba ai teo idana an tidak men'alani idana c!a!am en 'ara 

b . 	 Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 


atau nasional kli in surat kabar ; 

c, surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai 


elaku ke 'ahatan berulan dari Ke olisan daerah; 

d, 

Bakal Calon mendapat 

telan selesai menjalani masa pidana. dari kepala lembaga 


e. 

f. 
10, Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 


Calon an men atakan bahwa : 

a. 	Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 


kekuatan hukum teta 


11. 

12, 
Pemberantasan Koru s i 

b, 

Surat tanda terima penyerahan penyelenggara Negara dari Komisi 

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar



------

13. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan paillt berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon 

14. Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan 

a . 
b. 

15. 

16. 
17. a. 

b . 

18. 

19. 
20. 

a . Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm seban ak 4 lembar 
b. 
c. 

Pas Foto Hitam Putih ukuran 4r.:::x~6~c,::::m~~se~b~a~n~ak~..:::4~le~m::b~ar~_______________ 
ak 2 lembar 

d. 

T-~ .~.-- ,. _. - ~J[-. ~ c- -i[E .' . ~....2~!~ - ~ --.; _ 1 - ~~~ _.- ---- -~--_. 

l--______+--______+-_________ 

........ ............... , ........................ ... .......... 20 ..... . 


Yang Menyerahkan Yang Menerima 
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *) Ketua/Anggota KPU Kabupaten /Ketua Pokja Pencalonan *) 

(................................................... ) (...................................................) 


Keterangan : 
*) Pilih salah satu 

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar



MODEL BA.HP 
PERBAIKAN -KWK 

BERITA ACARA 

HASIL PENELITIAN PERBAlKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI 


DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON 

PADA PILBUP KARANGANYAR 2018 


==================================================~=======~=== 

Pada hari ini ............... tanggal ......................... bulan .................... .. 
Tahun dua ribu .............................. bertempat di ...................................... , 
KPU Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan penelitian perbaikan 
persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen 
persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Karanganyar, atas nama: 

1. Bakal Calon Bupati 

................................................................................................ . ...... 


2. Bakal Calon Wakil Bupati 

.............................................. . ................................................ . ....... 


Basil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap 
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan 
persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir. 

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing 
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten 
Karanganyar. Berita Acara disampaikan kepada : 

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon; 

2. 1 (satu) rangkap untuk ar~ip. 

KPU KABUPATEN KARANGANYAR 

I
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

Ketual. 

2. Anggota 

3. Anggota 

4. Anggota 

5. Anggota 
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LAMPIRAN MODEL BA. HP 

PERBAIKAN-KWK 


LAJ\fPlRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN 


PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILBUP KARANGANYAR TAHUN 2018 

========~~~=========================================================================================== 

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar atas: 

Nama calon Bupati : 

......... .................................................................................... .. .................................................... .. ................ .. .......................... .... ........................ ............... ~ 


Nama calon Wakil Bupati : 


.. - .................... .................................................. ......................... .............. .
............ 

sebagai berikut : 

A. SYAFATPENCALONAN 

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 
MEMENUHI TIDAKTIDAK

ADA SYARAT MEMENUHIADANO 

1 

2 

JENIS DOKUMEN 

Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik 
tingkat Kabupaten dalam hal terjadi perubahan 
kepengurusan setelah pendaftaran 

SYARAT 

KETERANGAN 

(keabsahan dokumen 
diteliti pada masa 
verifikasi 
Digunakan sebagai dasar 
untuk melakukan 
koordinasi dalam proses 
encalonan 
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B. SYARAT CALON 

1. BAKAL CALON BUPATI: 

= ,. r I , [ 

HASIL PEME~AAN 
NO 

.~~ j ~~~~~rEN .~' KELENGKAPAN KUMEN KETERANGAN 
. ', . !'-. .. '" .... ~, '" '. I. ~ . ADA TlDAKADA 

I l. Model BB.l KWK 
2. Model BB.2 KWK 
3. Surat Keterangan Kemampuan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika 
4 . Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Kabupaten/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 
Kabupaten/Kota. 

5 . Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadiJan yang telah 
ber1(ekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wiJayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal calon 

6. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik Kealpaan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum te tap dari ringan / alasan 
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon y"mg pernah dipidana penjara politik*) 
karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik. 

7 . Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : - l..,l :­ -~ 

a . Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang 
menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara 

b. Bukti telah mengemt,lkakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 
atau nasional (kliping surat kabar) 

c . Salinan putusan pengadiJan yang telah berkekuatan hukum tetap 
d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai teI]Jidana tidak menjalaniyidana dalam penjara 

8. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon 
adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) 
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau 
kejahatan seksual terhadap anak 

9. Dalam hal bakaJ Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara .~ 

( ,.. ft~tetapi belum melampa ui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan ',," 

mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: ~-----" ~ ~>.::.: 1.1 I ~ 

a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang 
menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara 

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 
atau nasional (kliping surat kabar); jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar



c. 

d. 

e. 

f. 
10. 

a. 

U. 

11. 

surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai 
elaku ke'ahatan berulan dari Ke lisan daerah' 

surat telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga 

Bakal Calon mendapat 

meliputi tempat tinggal 

12. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyeleng~ara Negara dari Komisi 
Pemberantasan Koru si 

13. Surat ketera.ngan tidak seriang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 
hukllmn a meli uti tem at tin al calon 

14 . Dokumen yang dweluarkan 0leh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersa.ngkutan 
terdaftar seba ai wa'ib a'ak: 
a. Fotoko i kartu Nomor Pokok Wa 'ib Pa'ak NPWP atas nama calon 
b . 

c . 
15. SUrat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 
Walikota. 

16. 
17. a. 

b. 

18. 

19. 
20. 

a. Pas Foto Benvarna ukuran 4x6 cm seban ak 4 lembar 
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm seban ak 4 lembar 

f" ..­ --. ..,,~ • ..:. ..... r­ •• ~ - -­ - --­ -=\r- - .. -.... 
. - , 

_ _ _ _ ~LjL _~ _~_ ___ . _ _~ ___ _ ~. 
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c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm 4R BelWarna seban ak 2 lembar 
d. Softeo 

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI: 

! r ~. 

BASIL PEMERIKSAAN +GARNO JENIS DOKUMEN KELENGKAPAN DOKUMEN 
~: , d -, , ,_c· .. ;r '.:. ; ADA TIDAKADA 

l. Model BE. 1 KWK 
2 . Model BB.2 KWK 
3. Surat Keteran~an Kemampuan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika 
4. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apahila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 
Kabupaten/Kota. 

5. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang te1ah 
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negcri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal calon 

6. Surat keterangan dipidana karena kealpaan nngan (culpa lellis) atau alasan politik Kealpaan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari ringan/alasan 
pen;adilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara politik*) 
karena kealpaan ringan (culpa leuis) atau alasan politik. 

7. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam2enjara : 
~. 

~.3i.. l't ~ 
a . Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang 

menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara 

b . Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 
atau nasional (kliping surat kabar) 

c . Salinan~utusan2engadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 
d. Surat keterangan dari keiaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara 

8. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon 
adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) 
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau 
kejahatan seksual terhadap anak 

9 . Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara -,/ 

tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan 
~~j!-, 1mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: - . 

a . SUrat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang 
menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik sebagai terpidana yang tidak menjalani2idana dalam penjara 

b . Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 
atau nasional (kliping surat kabar) ; 
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c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai 
elaku ke'ahatan berulan dari Ke olisan daerah' 

d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga 
ermas arakatan . 

e. SUrat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 
menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat 
embebasan bers arat cuti bers arat atau cuti men'elan bebas 

f. Putusan en adilan an telah berkekuatan hukum teta . 
10. SUrat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

Calon an men atakan bahwa : . 
a. Tidak sedang dicabu! hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum teta 
b. 

11. pernah 

12. Surat tanda terima penyerahan iaporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi 
Pemberantasan Koru si 

13. SUrat keterangan tidak sedang dinyatakan paiiit berdasarkan putusan pengadilan yang teJah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 
hukumn 'a meli uti tern o.t tin al calon 

14 . Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayamm Pajak tempat calon ya!1g bersangkutan . 
terdaftar seba ai wa"ib a 'ak: 
a . Fotoko i kartu Nomor Pokok Wa·ib Pa"ak NPWP atas nama calon 
b . Tanda terirna penyampaian SUrat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon 
men"adi wa"ib aiak 

c. Tanda bllkti tidak rnem un ai tun akan a 'ak 
15. SUrat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 
Walikota. 

16. 
17. a. 

b. 

18. 

19. 
20. 

a" Pas Foto Benvarna ukuran 4x6 cm seban ak 4 lembar 
b" Pas Foto Hitarn Putih ukuran 4x6 crn seban ak 4 lembar 
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I SALINAN I6 

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm 4R Berwarna seban ak 2 lembar 
d. Softco 

Yang Menyerahkan 
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *) 

(...................................................) 


Keterangan : 
*) Pilih salah satu 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KARANGANYAR 

....................... , ..................................... 20 ..... . 


Yang Menerima 
Ketua/Anggota KPU Kabupaten /Ketua Pokja Pencalonan *) 

(...................................................) 


Ditetapkan eli Karanganyar 
pada tanggal 11 September 2017 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd 

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO 
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